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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DAN ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Fadly Devari
(235114184)

Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika, bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis emepiris dengan melakukan wawancara kepada Aipda M. Ikhwan Hasibuan,  Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta dianalisis secara kualitatif. Penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkotika. Pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 serta  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah dilakukan  proses sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Hambatan penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan. 
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Narkotika.
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IMPLEMENTATION OF CRIMINAL AND ETHICAL SANCTIONS ON POLICE
PERSONNEL INVOLVED IN NARCOTICS ABUSE

FADLY DEVARI
(235114184)

The handling of criminal sanctions on police personnel involved in narcotics abuse was
regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics. This provision did not only apply to police
personnel but also to other members of the public proven to have abused narcotics. The
Jormulation of the problems in this research included: how the legal regulation on police
personnel who violated the professional code of ethics due 1o narcotics abuse was
implemented; how law enforcement was carried out by the Professional and Security Division
(Bidang Profesi dan Pengamanan) of the North Sumatra Regional Police on police personnel
who violated the professional code of ethics due to narcotics abuse; and what were the
obstacles and efforts of the Professional and Security Division of the North Sumatra Regional
Police in enforcing the law on police personnel who violated the professional code of ethics
due to narcotics abuse. This research was descriptive in nature and employed a normative
Jjuridical and empirical juridical approach by conducting interviews with Aipda M. Tkinvan
Hasibuan, an Auditor of the Professional and Security Division (Bidpropam) of the North
Sumatra Regional Police, and analyzed qualitatively. The enforcement of the police
professional code of ethics on police personnel involved in narcotics abuse cases was carried
out through an examination, and if proven guilty, sanctions were imposed. The imposition of
disciplinary sanctions and sanctions for code of ethics violations did not eliminate criminal
prosecution of the respective police personnel. Police personnel who abused narcotics were
still subject to legal proceedings despite having served disciplinary and ethical sanctions.
Such personnel must undergo a code of ethics trial, and if proven guilty and sentenced to
more than five (5) years, they could be dishonorably discharged from the institution or
removed from their position. If the sentence was less than five (3) years, further consideration
would be made—whether to impose only disciplinary sanctions or to transfer the personnel to
a location far from narcotics. The legal regulation on police personnel who violated the
professional code of ethics due to narcotics abuse was governed by Law No. 35 of 2009, Law
No. 2 of 2003, Government Regulation No. 2 of 2003, and Regulation of the Indonesian
National Police No. 7 of 2022. The process for dealing with police personnel who violated
the. {fianal code of ethics due to narcotics abuse was carried out in accordance with

ragraph (1) of Law No. 2 of 2002. The obstacles to law enforcement on police
% violated the professional code of ethics due to narcotics abuse included the
hi leged violator and lengthy trial processes.

| Enforcement, Police, Narcotics.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.
  Dibagian menimbang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. 

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain, karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. 

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penyalahgunaan narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.
 

Pelaku penyalahgunaannya narkotika dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan juga dilakukan oleh oknum polisi. Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.
 Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. 

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.
 

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “political will” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. 
Penyalahgunaannya narkotika yang merupakan perbuatan tercela seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi penyalahgunaannya narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat terhadap menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat. Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana.

Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika sama saja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin. 

Oknum polisi yang melakukan penyalahgunaannya narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan penyalahgunaannya narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesidimana mengatur sanksi administrasi terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana.
Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. 

Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijerat 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang displin atau profesi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Implementasi Sanksi Pidana dan Etik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaannya narkotika oleh anggota polri?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika ?
C. Tujuan Penelitian 



Adapun tujuan penelitian penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaannya narkotika oleh anggota polri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
1. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.
 Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).
 Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfhine.

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Narkotika dan psikotropika Dalam pergaulan sehari-hari  cendrung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkoba menrut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Alamai, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain- lain 

2. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain- lain. 

3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain- lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.
 

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphurina, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang- kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambapng marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon. 

2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang brefungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
 

Pasal  6 ayat (1)  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I  adalah yang hanya  dapat digunakan untuk  tujuan  pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi   sangat    tinggi    mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 
c. Opium masak terdiri dari : 

1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 

2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 

3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 

d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 

e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 

f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

g. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

h. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil  olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 

1. Narkotika golongan II.

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

a. Alfasetilmetadol 

b. Alfameprodina 

c. Alfametadol

d. Alfaprodina

e. Alfentanil

f. Allilprodina

g. Anileridina

h. Asetilmetadol

i. Benzetidin

j. Benzilmorfina

k. Morfina-N-oksida
l. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain. 

2. Narkotika golongan III.

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

a. Asetildihidrokodeina 

b. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat 
c. Dihidrokodeina 

d. Etilmorfina : 3-etil morfina 
e. Kodeina : 3-metil morfina 
f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina 
g. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina 
h. Norkodeina : N-demetilkodeina 
i. Polkodina : Morfoliniletilmorfina 
j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida 
k. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina 
l. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas 

m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 

n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika 

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. 

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “abuse”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “misuse”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. 

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 ), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa: suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkoba apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat,83 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.

2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.
3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).

4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai denga dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

B. Tindak Pidana Narkotika.
Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organizations) di samping jenis kejahatan lainnya.

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari itu selayaknya diterapkan extraordinary law yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Siswanto berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur actus reus harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (criminal act). Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (strafvoraus setzungen) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (mens rea).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)).

2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b))

3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan  Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)).

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekusor narkotika ( Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d)). 

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekusor narkotika, meliputi : 

a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II. 

b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 

1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 

2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 

3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 

4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 

5) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri. 

2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur. Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129. 

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi. Dalam hal tindak Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi. 

4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika. Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129. 

5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika dalam Pasal 111 sampai degan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. 

6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak. Menyuruh, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. 

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak Melaporkan Diri. Pecandu narkotika yang sudak cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut. 

8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekusor Narkotika :

a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika

b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika. 

9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi : 

a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45.

b. Pimpian rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan masyarakat.

c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.

e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139). 

g. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat (1)). 

h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)). 

i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara dan pidana denda (Pasal 141). 

j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotik, meliputi: 

1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika di muka sidang pengadilan.

2) Narkotika dan prekusor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana prekusor narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekusor narkotika dirampas untuk negara.
3) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
C. Penegakan Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidakefektifan penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas.

Anggota Polri yang melakukan pencabulan pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana.. 

Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. Melakukan tindak pidana 

b. Melakukan pelanggaran 

c. Meninggalkan tugas atau hal lain 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwewenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Semua Polri juga tunduk kepada peradilan umum, tidak ada bedanya pidana terhadap anggota Polri dengan pidana terhadap masyarakat umum. Angota Polri yang dihukum pidana boleh mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum  luar biasa. 
BAB III

METODE PENELITIAN
A. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.
 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang
. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach) 
 dan pendekatan kasus (case approach) dalam melakukan analisa terhadap kasus (case study) pada Pengadilan. Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
 Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

a. UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses  Amandemen UUD 1945 secara lengkap.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.
 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaannya Narkotika Oleh Anggota Polri
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai bagian dari hukum positif telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiaatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan akan ketentuan pidana dala undang-undang aquo bahwa telah diatur secara limitatif hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar karena pada intinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanagan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walapun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak kejahatan, namun tidak perlu disanksikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.

Pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

a. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melibihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 21 lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik. Tata cara sidang kode etik Polri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sidang kode etik Polri adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.

Sidang kode etik Polri disebut juga sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri). KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP, yakni norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Sidang kode etik Polri dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sidang kode etik Polri terdiri atas 2 kategori yaitu:

a. Sidang dengan acara Pemeriksaan cepat  dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri kategori ringan
b. Sidang dengan acara Pemeriksaan biasa: dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri kategori berat.
Tata cara sidang kode etik Polri telah diatur dalam Pasal 58 Perpol No. 7 Tahun 2022 terkait waktu, tempat dan pelaksanaan sidang kode etik Polri. Sidang etik Polri dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP dan digelar di ruang sidang pada Markas Kepolisian.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaannya Narkotika
Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental Tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hubungannya dengan penegakan hukum  terhadap  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1

Pelanggaran Kode Etik Profesi  Oleh Anggota 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Tahun 2020/2024
	Tahun
	Jlh. Pelanggaran
	Ringan
	Sedang
	Berat

	2020
	45
	20
	15
	10

	2021
	60
	25
	20
	15

	2022
	55
	22
	18
	15

	2023
	70
	30
	25
	15

	2024
	65
	28
	20
	17


Sumber : Propam Polda Sumut, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berjumlah 295 pelanggaran kode etik profesi. Jumlah   pelanggaran kode etik profesi paling banyak terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 70 kasus sedangkan jenis pelanggaran kode etik profesi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 45 pelanggaran kode etik profesi.
Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalaguanaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Setiap warga negara dalam konsep penegakan hukum, maka wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatanya dihadapan hukum.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 110 ayat (2) Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022). 

Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia  apabila “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik dan buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian.
 karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. 

Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula mempertimbangkan suasanan lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kepatuhan/ketaatan, ketertiban, keamanan guna terwujudnya suasana lingkungan sosial yang kondusif, namun di dalam pelaksanaannya harus dijiwai oleh tampilannya sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui bahwa :

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri berupa tindak pidana banyak terjadi di wilayah Polda Sumut seperti tindak pidana penggunaan narkotika, penganiayaan dan lain-lain. Disamping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Polri tersebut.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etok profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. 

Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komotmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan perbuatan tercela sebagai tindakan yang melanggar kode etik profesi. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan, sedang, atau berat, dan dapat berdampak pada sanksi yang bervariasi, termasuk pernyataan perbuatan tercela dan kewajiban meminta maaf. 

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek kode etik profesi Polri, termasuk: 

1. Etika Keperibadian: Mematuhi dan menghormati norma hukum, agama, dan kesusilaan. Contoh Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan.

2. Etika Kenegaraan: Tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang pemerintah atau Pancasila, mendukung aliran ekstrimis, atau melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Contoh : Menentang pemerintah atau Pancasila, mendukung terorisme, atau melakukan keberpihakan dalam menangani perkara

3. Etika Kelembagaan: Tidak menyalahgunakan kewenangan, menghalangi penegakan hukum terhadap bawahan, atau menerima perintah yang bertentangan dengan norma hukum atau kesusilaan.  Contoh : menyelewengkan anggaran, menyalahgunakan kewenangan, atau melakukan kekerasan fisik terhadap bawahan

4. Etika Dalam Hubungan dengan Masyarakat: Berinteraksi dengan masyarakat dengan baik dan profesional. Contoh : melakukan tindakan diskriminatif, atau tidak melayani masyarakat dengan baik. 

Ketentuan tersebut merupakan pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni: 

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa. 

2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah. 

3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri. 

4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut: 

a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.

b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.

c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. 

5. Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, Dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa: 

b. Teguran tertulis.

c. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Penundaan kenaikan gaji berkala.

e. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.

f. Mutasi yang bersifat demosi.

g. Pembebasan dari jabatan.

h. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari. 

Contoh kasus penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  adalah kasus Brigadir Anthony Fresdey Lubis Nrp 87011163 bertugas sebagai Brigadir Polres Padangsidimpuan, sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/03/VIII/2022/KKEP, tanggal 02 Agustus 2022.

Brigadir Anthony Fresdey Lubis Nrp 87011163 terbukti melakukan pelanggaran dan telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/322/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  elanggaran kode etik berupa “dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Kronologi kasus ini berawal pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Tarutung Baru Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Brigadir Polisi Antony Fresdey Lubis bersama dengan rekan-rekannya yang lain yaitu Bripka Witno Suwito Briptu Rory Mirryam Sihite Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Haharap Bripka Rudi Hartono, Brigadir Amdani Damanik SH dan Aiptu Martua Pandapotan yang saat itu bertugas sebagai personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan melakukan rekayasa penemuan 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram netto, padahal para pelaku lah yang membawa dan menempatkan (menaruh) narkotika jenis ganja tersebut dilokasi penemuan yaitu di Areal Perkebunan PTPN III Desa Tarutung Baru Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

Atas dugaan tindak pidana merekayasa penemuan narkotika jenis ganja tersebut kemudian perkaranya disidik oleh Ditresnarkoba Polda Sumut dan selanjutnya terhadap berkas perkaranya telah dikirimkan kepada Kejaksaan dan telah dinyatakan lengkap (P21) dan kemudian terhadap barang bukti dan Brigadir Polisi Antony Fresdey Lubis bersama dengan rekan-rekannya yang lain yaitu Bripka Witno Suwito Briptu Rory Mirryam Sihite Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Haharap Bripka Rudi Hartono, Brigadir Amdani Damanik SH dan Aiptu Martua Pandapotan telah diserahkan kepada Pihak Kejaksaan (P22).

Terhadap perkara dugaan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Brigadir Polisi Antony Fresdey Lubis telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan telah mendapatkan Putusan sesuai Putusan Nomor: 2444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021 dengan Putusan berupa: pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kemudian para Terdakwa mengajukan Banding, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai Putusan Nomor: 534/Pid.Sus/2021/PT.Mdn, tanggal 14 Mei 2021 dengan putusan  menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Kemudian para terdakwa juga mengajukan kasasi dan telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 5003 K/Pid Sus/2021, tanggal 15 Desember 2021 dengan putusan menolak permohanan kasası, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Terduga Pelanggar Brigadir Antony Fresdey Lubis telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar BRIGADIR ANTONY FRESDEY LUBIS (ic. Penggugat) kemudian diproses oleh Sipropam Polres Padangsidimpuan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-A/061/II/2022/Sipropam, tanggal 03 Februari 2022, atas nama Pelapor Bripka Risuan TP. Siregar dengan Persangkaan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi “Anggota Polri diberhentikan tidak dengan Hormat dari Dinas Polri apabila dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan atau “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji Jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Polri” jo “setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika psikotropika dan obat terlarang".

Prosedur pemberhentian anggota Polri karena melakukan pelanggaran kode etik Polri yaitu dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PP RI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan  Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP)”. 

Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lanjut dalam Perkap No 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik dan Peraturan Kapolri No 19 tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atau Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan maka kemudian Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan putusan berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri an. Brigadir Anthony Fresdey Lubis Nrp 87011163 bertugas sebagai Brigadir Polres Padangsidimpuan, sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/03/VIII/2022/KKEP, tanggal 02 Agustus 2022 karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berikut ini mekanisme sidang etik Polri yakni tata cara sidang kode etik Polri dalam kasus Brigadir Anthony Fresdey Lubis  bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan, maka diterbitkan Surat Perintah sebagai Akreditor (Pemeriksa) oleh Kapolres Padangsidimpuan sesuai surat perintah Nomor: Sprin/03/II/WAS.2.1./2022/Sipropam, tanggal 03 Februari 2022, atas nama pemeriksa Ipda Dilwan Iskandar Hasibuan, Briptu Christianto Lumbangaol dan Pers Sipropam Polres Padangsidimpuan, dimana Akreditor dilengkapi dengan Surat Keputusan selaku Akreditor dengan Nomor: Kep/201/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 dan Nomor: Kep/38/VIII/DIK.2.3/2018, tanggal 3 Agustus 2018.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar Brigadir Anthony Fresdey Lubis yaitu antara lain: 

1. Melaksanakan audit investigasi dengan melakukan wawancara terhadap saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan pelanggaran KKEP, dan lain-lain, yang kemudian hasil audit investigasi dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan memenuhi adanya dugaan pelanggaran KKEP, selanjutnya Akreditor melaporkan kepada Pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.

2. Memanggil dan memeriksa saksi-saksi antara lain: Bripka Zulfan Efendi Lubis, Briptu Sam Putra Zebua, Aipda Bengseng Gultom, Bripka Arzuna Gaol Simbolon, Bripda Ricardo Sinaga, Briptu Andi Sanjaya Sinulingga, Briptu Rory Mirryam Sihite, Bripka Witno Suwito, Bripka Rudi Hartono, Bripka Andi Pranata, Brigpol Amdani Damanik, SH., Aiptu Martua Pandapotan Dan Dedi Azwar Anas.

3. Memanggil dan memeriksa terduga pelanggar Brigadir Anthony Fresdey Lubis.

4. Mengumpulkan barang bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2444/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 534/Pid.Sus/2021/PT.Mdn, tanggal 14 Mei 2021 dan Putusan Kasasi Nomor: 5003 K/Pid Sus/2021, tanggal 15 Desember 2021.

5. Meminta pertimbangan dari pejabat yang berwenang (Kapolres Padangsidimpuan) yang tertuang dalam surat Nomor: SR/06/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang pada intinya Brigadir Anthony Fresdey Lubis tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri. 

Selanjutnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Akreditor Sipropam Polres Padangsidimpuan atas Laporan Polisi Nomor: LP-A/061/II/2022/Sipropam, tanggal 03 Februari 2022, dituangkan dalam Berkas  Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor:  P3KEPP/03/VI/WAS.2.1/2022/Sipropam, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Terduga Pelanggar Brigadir Anthony Fresdey Lubis dengan persangkaan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sselanjutnya terhadap berkas perkara Penggugat (Brigadir Anthony Fresdey Lubis) oleh Kapolres Padangsidimpuan dimintakan Pendapat dan Saran Hukum kepada Kapolda Sumut up. Kabidkum Polda Sumut sesuai dengan Surat Nomor: K/19/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022, dan Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut telah memberikan pendapat dan saran hukum sesuai dengan Surat Nomor: K/415/VII/HUK.12.10/PH/ /Bidkum, tanggal 15 Juli 2022 dengan Pendapat dan Saran Hukum perbuatan Terduga Pelanggar (ic. Penggugat) berupa dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, telah memenuhi unsur.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan  Anthony Fresdey Lubis memenuhi substansi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003, jo Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. 

Berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas maka Substansi Penerbitan Surat Keputusan Kapolda Nomor: Kep/322/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 tentang Pemberhentian Penggugat dari dinas Polri atas nama Penggugat karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 jo Pasal 13 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003, jo Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri telah terpenuh
 Menurut Aipda M. Ikhwan Hasibuan,  Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa tata cara sidang kode etik kepolisian adalah :

1. Tata cara sidang kode etik Polri untuk pemeriksaan ringan.

Penuntut, Sekretaris dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai Ketua KKEP membuka sidang. Penuntut membacakan tuntutan Ketua KKEP membacakan putusan.

2. Tata cara sidang kode etik Polri untuk pemeriksaan biasa.

Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai.Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang Ketua KKEP membuka sidang. Sekretaris membacakan tata tertib sidang. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa. Ketua KKEP memerintahkan penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar. Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan.Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan. Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar. Ketua memberikan kesempatan kepada penuntut untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar. Ketua memberikan kesempatan kepada pendamping untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terduga Pelanggar. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran saksi atau barang bukti yang menguntungkan Penuntut membacakan tuntutan Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan Ketua KKEP membacakan putusan. 
.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaannya Narkotika
Polisi dalam membangun citra tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian didasari oleh hal-hal yang terjadi di lapangan. Aparat kepolisian harus sadar akan citranya di masyarakat, kepolisian harus berbenah di mulai dari kesadaran para personilnya dalam menjalankan tugas. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang kerap dilakukan oleh parat kepolisian lalu lintas bisa di hilangkan.

Aparat kepolisian dalam menjalaskan tugasnya harus berlaku adil terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlepas apakah polisi tersebut memiliki hubungan emosional kepada masyarakat tertentu, kedekatan emosional yang dimaksud dalam hal ini mencakup hubungan keluarga, asal daerah, serta hal-hal yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam hal tertentu. Hal seperti ini yang harus diperhatikan dengan serius oleh aparat kepolisian untuk membangun opini masyarakat terkait citra kepolisian dan secara tidak langsung akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk taat hukum.

Polisi dalam menjalankan tugasnya perlu ada pengawasan agar tindakannya tidak melampaui kewenangannya. Menurut hasil wawancara dengan Aipda M. Ikhwan Hasibuan,  Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan :

Polri dalam mekanisme internalnya memiliki Tim Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan dilanjutkan dengan sidak etik kepolisian. Namun tentu saja penyelidikan yang dilakukan tidak bisa dikatakan independen karena melibatkan anggota kepolisian sendiri. Apalagi dalam kenyataannya proses penyelidikan pasca pengaduan juga tidak bisa diketahui perkembangannya. 

Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh  Bidang Propam. Terkait dengan begitu pentingnya peran Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan pelayanan pengaduan masyarakat, maka Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini dan ke depan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Anggota Polri.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut di atas, maka Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja jajaran. Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai rencana strategis Polri, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wawancara dengan Aipda M. Ikhwan Hasibuan,  Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh akreditor Propam untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan narotika adalah: 

1. Tidak hadirnya terduga pelanggar
Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin atau tindak pidana. Padahal di dalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur sanksi untuk anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja, namun tidak secara spesifik menyebutkan pasal untuk pelanggaran tersebut. Namun, ada pasal-pasal yang mengatur pelanggaran terkait absensi dan disiplin yang dapat diterapkan yakni Pasal 5 ayat (1) huruf l, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d

2. Lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri 
Terkait dengan tindak pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (inkracht) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (Inkracht) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

3. Tidak adanya bidang Bidang Profesi dan Pengamanan profesi di tingkat Polres 
Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia jika ada anggota Polri yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja, maka prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan awal. Pimpinan unit akan melakukan pemeriksaan awal terhadap pelanggaran tersebut. 

b. Sidang kode etik. Jika pemeriksaan awal menunjukkan adanya pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke sidang kode etik. 

c. Pengambilan keputusan. Komisi kode etik akan mengambil keputusan tentang sanksi yang akan dijatuhkan. 

d. Penjatuhan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi disiplin, sanksi administrasi, atau bahkan pemberhentian dengan hormat tidak sesuai harapan.

4. Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP 
Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi, “Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”. 

Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan bukti yang sangat kuat untuk proses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap saksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi. Sehingga ini menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi.

5. Kurangya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi 
Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.
Tindak pidana menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang kode etik (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Peradilan profesi dilaksanakan apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur awal dalam melaksanakan peradilan profesi terlebih dahulu diawali dengan beberapa hal, yaitu:

1. Laporan Polisi;

2. Pengaduan masyarakat 

3. Temuan/direktif pimpinan.
 

Salah satu dari hal tersebut diatas telah terpenuhi maka dilaksanakan audit investigasi oleh Bid. Propam untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Sidang kode etik profesi bagi anggota Polri pelaku tindak pidana bisa dilaksanakan apabila mekanisme peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap (inkracht).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan apabila anggota Polri pelaku tindak pidana berdasarkan peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap/inkracht maka Akreditor Subbid Wabrof Bid Propam menyelidiki kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggata Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hasilnya kemudian diteruskan kepada Kapolda. Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Akreditor Subbid Wabrof Bid Propam menjadi dasar Kapolda membentuk peradilan kode etik 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peradilan profesi dilaksanakan telah sesuai peraturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan peradilan profesi bagi anggota polisi pelaku tindak pidana di Polda Sumut telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa sanksi hukuman administratif terberat yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik profesi yaitu :

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun

2. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

3. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

4. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

5. PTDH.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.  Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata. Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena Terduga Pelanggar meninggal dunia.
 Polri sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman minimal 3 (tiga) bulan dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. 

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sehingga oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
 

Oknum polisi yang dinyatakan bersalah dan  putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi walaupun sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang bahwa oknum polisi tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. 

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 secara tegas diatur dalam Bab III tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Pasal 11 mengatur secara umum tentang jenis-jenis PTDH sedangkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 merupakan pasal-pasal yang menguraikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11. Anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 

1. Melakukan tindak pidana 
2. Melakukan pelanggaran 
3. Meninggalkan tugas atau hal lain.
Menurut AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ada tujuh jenis hukuman, tetapi ketujuh jenis sanksi ini tidak dijatuhkan bersama-sama, yaitu: 

1. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan tercela;

2. Kewajiban pelanggar untuk minta maaf terhadap pimpinan Polri maupun terhadap pihak yang dirugikan;

3. Diwajibkan mengikuti pendidikan ulang mental kepribadian;

4. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

5. Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

6. Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan melakukan tindak pidana diatur dalam Bagian Pertama Tentang Melakukan Tindak Pidana pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: 

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud daripada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bahwa terhadap putusan dimaksud sudah tertutup upaya hukum biasa. Menurut hukum acara pidana ditegaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi kepada 2 (dua) klasifikasi yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari oknum polisi merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran pidana. Beberapa pertimbangan utama untuk PTDH adalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pelanggaran kode etik profesi yang berat, serta meninggalkan tugas secara tidak sah. 

Pertimbangan utama pemberhentian tidak dengan hormat adalah :

1. Anggota Polri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji anggota Kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian. Pelanggaran ini dapat meliputi kelalaian dalam melaksanakan tugas, penganiayaan terhadap sesama anggota, penggunaan kekuasaan di luar batas, dan perbuatan yang berulang-ulang bertentangan dengan kesusilaan. 

3. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. 

4. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas atau perseorangan. 

5. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. 

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah sanksi administratif terberat dalam Kepolisian. PTDH dapat berdampak pada hak-hak pensiun dan fasilitas dinas yang diperoleh anggota Polri. .

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah dilakukan  proses sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
3. Hambatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Upaya hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian setelah penjatuhan sanksi terhadap  pelanggaran kode etik adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sampai ke Peninjauan Kembali dan sebagian melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. 
B. Saran

1. Perlunya Peraturan Kapolri yang mengatur batas waktu menerbitkan surat keputusan berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri, guna terwujudnya kepastian hukum. Mengingat masih ada anggota Polri yang sudah direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, namun belum dilakukan Dewan Pertimbangan Karier Polri (Wanjak). 
2. Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi. 
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran. 
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